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ABSTRAK

Tegakan alami Pongamia (Pongamia pinnata) di pesisir Lembata merupakan aset ekologis dan
sumber material tanam, namun kesiapan sertifikasinya terhambat oleh kesenjangan pengetahuan,
ketertelusuran, mutu dokumentasi, dan koordinasi antaraktor. Kegiatan pengabdian ini bertujuan
memperkuat kesiapan sertifikasi sumber benih sekaligus merumuskan model pendampingan yang
membedakan keluaran terverifikasi dari dampak yang masih diharapkan. Pendampingan
dilaksanakan melalui pelatihan, sosialisasi, diskusi multipihak, verifikasi lapangan calon Tegakan
Benih Teridentifikasi/Terseleksi, observasi persemaian, dan penyusunan agenda tindak lanjut.
Evaluasi menggunakan triangulasi laporan penugasan, inventaris lokasi, dokumentasi kegiatan, dan
bukti observasional; kegiatan tidak menggunakan desain pra-pasca. Hasilnya adalah basis awal
empat lanskap kandidat seluas sekitar 106 ha dengan 742 pohon: Loang (310), Mingar (200),
Lewolein (117), dan Bean (115). Selain peningkatan kesepahaman proses, kegiatan menghasilkan
pembagian tugas untuk klarifikasi jalur regulasi, persetujuan pemilik, pematokan batas, pembersihan
data, dan pembangunan kebun benih. Studi kegiatan menawarkan empat gerbang kesiapan:
legitimasi regulasi, legitimasi lahan dan sumber, ketertelusuran lot serta mutu bibit, dan
keberlanjutan kelembagaan-pasar. Temuan belum membuktikan terbitnya sertifikat, kenaikan
produktivitas, atau manfaat ekonomi. Kontribusi utama kegiatan adalah mengubah sosialisasi
menjadi arsitektur kerja yang dapat diaudit sebelum sertifikasi diperluas.

Kata kunci: Pongamia; pemberdayaan masyarakat; sertifikasi sumber benih; ketertelusuran;
Lembata

ABSTRACT

Natural Pongamia (Pongamia pinnata) stands along Lembata's coast are ecological assets and
sources of planting material, yet certification readiness is constrained by gaps in knowledge,
traceability, documentation quality, and inter-organizational coordination. This community-service
program aimed to strengthen seed-source certification readiness and formulate an assistance model
that separates verified outputs from anticipated impacts. The intervention combined training,
outreach, multi-stakeholder discussion, field verification of candidate identified/selected seed
stands, nursery observation, and joint follow-up planning. Evaluation triangulated the assignment
report, site inventory, activity records, and observational evidence; no pre-post design was used. The
program consolidated a baseline of four candidate landscapes covering approximately 106 ha and
742 trees: Loang (310), Mingar (200), Lewolein (117), and Bean (115). It also assigned tasks for
regulatory clarification, landholder consent, boundary demarcation, data cleaning, and seed-orchard
development. Four readiness gates are proposed: regulatory legitimacy; land and source legitimacy;
lot traceability and seedling quality; and institutional-market sustainability. The evidence does not
yet demonstrate certificate issuance, productivity gains, or economic benefits. The principal
contribution is therefore a shift from one-off outreach to an auditable work architecture that can be
completed before certification is scaled.

Keywords: Pongamia, community empowerment; seed-source certification, traceability; Lembata
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1. PENDAHULUAN

Restorasi ~ tidak  berhenti  pada
penanaman. Keberhasilannya ditentukan oleh
kesesuaian  tujuan ckologis dan  sosial,
pengakuan atas pengetahuan lokal, serta
kemampuan  komunitas dan  lembaga
pendamping untuk mempertahankan hasil
setelah proyek berakhir (Edwards et al., 2021;
Kenny et al., 2023). Perbedaan cara komunitas
dan lembaga teknis menilai keberhasilan juga
dapat menimbulkan jarak antara keluaran
administratif dan manfaat yang dirasakan
(Galbraith et al., 2021). Karena itu, program
pengabdian  pada lanskap terdegradasi
memerlukan tata kelola yang menghubungkan
kapasitas lokal, bukti biofisik, pembagian
peran, dan mekanisme akuntabilitas.

Pongamia tumbuh alami pada sejumlah
pesisir Lembata dan berpotensi mendukung
rehabilitasi  lahan kering. Program lokal

sebelumnya telah ~membahas partisipasi
masyarakat, pembibitan komunitas,
perbanyakan  vegetatif, dan agroforestri

(Kennedy et al., 2026; Tifaona et al., 2026).
Namun, ketersediaan pohon dan minat
berpartisipasi  tidak otomatis menjadikan
material tanam layak dipasarkan sebagai benih
atau bibit bersertifikat. Sertifikasi menuntut
kejelasan sumber, legalitas atau persetujuan
pengelolaan, ketertelusuran lot, pemeriksaan
mutu, serta otoritas verifikasi.

Kesenjangan tersebut penting karena
regulasi  dapat  mendorong  kepatuhan
dokumenter tanpa cukup menautkannya pada
produktivitas  dan  tujuan  rehabilitasi
(Nirsatmanto & Sunarti, 2021). Pengalaman
sertifikasi produsen kecil di Indonesia juga
menunjukkan bahwa organisasi kelompok,
status legal, akses pendampingan, biaya, dan
manfaat pasar merupakan prasyarat yang saling
terkait (de Vos et al., 2023; Pasaribu et al.,
2020). Dengan demikian, kebutuhan praktis di
Lembata bukan sekadar menambah
pengetahuan teknis, melainkan membangun
kesiapan sebelum permohonan sertifikasi
diajukan.

Artikel ini menganalisis kegiatan
pendampingan sebagai proses pembentukan
kesiapan sertifikasi sumber benih. Tujuannya
ialah: (1) memetakan masalah mitra yang dapat
ditangani melalui pengabdian; (2) menilai
keluaran yang benar-benar terverifikasi; (3)
memisahkan keluaran tersebut dari hasil
lanjutan yang belum terbukti; dan (4)
merumuskan gerbang kesiapan yang dapat
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direplikasi. Kebaruan praktisnya adalah
pendekatan readiness-before-certification,
yakni  sertifikasi  diperlakukan  sebagai

rangkaian keputusan berbasis bukti, bukan
sebagai konsekuensi otomatis dari pelatihan
atau inventarisasi.

2. PERMASALAHAN MITRA

Mitra kegiatan terdiri atas unsur
pemerintah Kabupaten Lembata, UPT Kesatuan
Pengelolaan Hutan, kecamatan, komunitas atau
pemilik sumber pohon, BRIN, dan PT
BATARA. Empat masalah saling mengunci.
Pertama, pengetahuan tentang pemuliaan pohon
dan klasifikasi sumber benih belum seragam.
Kedua, data lokasi, pemilik, kondisi pohon, dan
batas areal belum tersusun sebagai register yang
siap diaudit. Ketiga, fasilitas persemaian masih
berkembang  sehingga  pemisahan lot,
pencatatan perlakuan, dan pengendalian mutu
belum menjadi sistem bersama. Keempat, peran
regulator, verifikator teknis, pengelola,
produsen, dan pembeli belum dituangkan dalam
alur keputusan yang jelas.

Survei komunitas yang dilaksanakan
setelah kegiatan, pada 18-24 Desember 2024,
memperkuat konteks masalah: hanya 29% dari
336 responden melaporkan pernah mengikuti
pelatihan  atau  penyuluhan  Pongamia,
sementara biaya awal dan kepastian pendapatan
masih menjadi perhatian (Tifaona et al., 2026).
Data ini digunakan sebagai triangulasi
kontekstual, bukan sebagai evaluasi dampak
kegiatan November, karena urutan waktu dan
desainnya tidak mendukung inferensi sebab-
akibat.

Masalah mitra diringkas pada Tabel 1.
Sasaran kegiatan dibatasi pada peningkatan kesiapan
proses: kesepahaman, verifikasi awal tapak,
pengenalan kebutuhan bukti, dan agenda kerja.
Sasaran tidak mencakup penerbitan sertifikat,
pembuktian keunggulan genetik, kenaikan rendemen
minyak, atau manfaat ekonomi; semuanya
memerlukan pengujian dan keputusan lanjutan.

Tabel 1. Keterkaitan masalah mitra, intervensi,
dan bukti keluaran

Masalah Intervensi | Bukti keluaran
Pemahaman Pelatihan dan Materi teknis
standar tidak S dan diskusi

sosialisasi L
seragam multipihak
Register Verlﬁkas1 Empat lanskap

lokasi dan .
sumber belum kandidat; rekap

. . pencocokan
siap audit : . luas dan pohon
inventaris
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Masalah Intervensi | Bukti keluaran
Sistem Observasi SFaFus fas111tgs,
. o bibit generatif,
persemaian fasilitas dan >,
. dan uji stek
belum baku praktik
tercatat
. Daftar
Peran dan jalur S
keputusan Perencanaan | koordinasi,
terfrasmentasi tindak lanjut | batas areal, data,
& dan kebun benih

Sumber: disusun dari Leksono (2024) dan PT Lembata Hira
Sejahtera (2024).

3. METODOLOGI

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten
Lembata, Nusa Tenggara Timur, selama empat
hari. Desainnya berupa pendampingan
partisipatif berbasis pemecahan masalah, bukan
eksperimen dan bukan Participatory Action
Research penuh karena belum terdapat siklus
tindakan-refleksi berulang yang
terdokumentasi. Rangkaian kegiatan meliputi
diagnosis berbasis dokumen, pembelajaran
teknis, diskusi multipihak, kunjungan lapangan,
observasi persemaian, dan perumusan tindak
lanjut.

Pelatihan membahas strategi pemuliaan
pohon, pembangunan sumber benih, dan
persiapan sertifikasi. Diskusi melibatkan unsur
pemberdayaan masyarakat desa, lingkungan
hidup, pertanian, UPT KPH, dan kecamatan.
Dokumen sumber tidak mencatat jumlah
peserta individual secara konsisten; karena itu
artikel tidak melaporkan tingkat kehadiran atau
perubahan pengetahuan kuantitatif. Kunjungan
lapangan mencakup Loang, Mingar, Lewolein,
dan Bean, diikuti peninjauan fasilitas kantor,
gudang, areal rumah kaca, naungan, areal
terbuka, dan persemaian sementara.

Empat kelompok bukti dianalisis:
laporan penugasan BRIN, proposal inventaris
calon TBT/TBS, siaran kegiatan, serta foto dan
catatan observasi. Survei 336 responden hanya
dipakai sebagai konteks eksternal. Setiap klaim
diklasifikasikan menjadi A (selesai dan
teramati/didokumentasikan), B  (disepakati
sebagai tindak lanjut), atau C (dampak yang
masih diharapkan). Jumlah pohon dan luas
direkonsiliasi antar dokumen; 310 + 200 + 117
+ 115 menghasilkan 742 pohon dan 40 + 28 +
25 + 13 menghasilkan sekitar 106 ha.

Pemeriksaan mutu data menemukan
indikasi pemotongan digit pada sebagian bujur
dalam daftar koordinat mentah (misalnya 23.x
alih-alih  123.x). Oleh sebab itu, artikel
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menggunakan agregat lokasi dan tidak
memublikasikan analisis titik GPS. Daftar titik
harus dibersihkan dan divalidasi sebelum
menjadi bukti spasial formal. Tidak ada data
pribadi, kutipan individu, atau pengukuran
biologis baru yang dianalisis. Foto digunakan
sebagai dokumentasi program; sumber dan
batas penggunaannya dijelaskan dalam materi
suplemen.

Unit analisis bukan individu peserta,
melainkan keluaran kerja dan keputusan yang
dapat ditelusuri. Prosedur analisis dilakukan
dalam empat langkah. Pertama, setiap dokumen
diekstraksi ke dalam matriks yang memuat
tanggal, lokasi, aktor, angka, status kegiatan,
dan bukti pendukung. Kedua, angka yang
merujuk objek sama dicocokkan; bila terdapat
perbedaan, dipilih nilai yang dapat dijumlahkan
kembali dari unit lokasi. Ketiga, setiap
pernyataan hasil ditautkan pada tingkat bukti A,
B, atau C. Keempat, implikasi manajerial hanya
dirumuskan sesudah celah bukti dan pihak yang
berwenang mengambil keputusan
diidentifikasi. Jejak keputusan dan instrumen
operasional disediakan dalam suplemen agar
pembaca dapat menilai konsistensi antara data
sumber, interpretasi, dan rekomendasi.

Validitas dijaga melalui triangulasi
sumber dan pencarian bukti yang berpotensi
menyangkal klaim, bukan melalui asumsi
bahwa semua dokumen program saling
menguatkan. Contohnya, angka 750 pohon
pada siaran kegiatan tidak langsung dipakai
ketika inventaris lokasi menghasilkan 742;
istilah calon sumber benih juga tidak diubah
menjadi status tersertifikasi. Keteralihan
temuan dinilai secara analitis: model dapat
digunakan di lokasi lain bila tersedia otoritas
pemeriksa, status lahan yang dapat diverifikasi,
identitas sumber dan lot, kapasitas pencatatan
kelompok, serta permintaan terhadap bibit.
Dengan batas ini, artikel menawarkan prosedur
yang dapat direplikasi tanpa menganggap
kondisi Lembata mewakili seluruh wilayah
kepulauan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan pendampingan

Tahap pembelajaran menyatukan bahasa
teknis antaraktor. TBT diposisikan sebagai
calon tegakan yang sumbernya dapat
diidentifikasi, sedangkan TBS menuntut seleksi
lebih lanjut. Penjelasan ini penting agar
masyarakat dan pemerintah daerah tidak
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menggunakan istilah 'unggul' atau
'tersertifikasi' sebelum pemeriksaan otoritatif.
Kerangka hukum yang relevan adalah Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perbenihan Tanaman Hutan (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia, 2020).

Diskusi kemudian menghubungkan
standar dengan persoalan lapangan: siapa
pemilik atau pemberi izin sumber pohon, siapa
yang mengumpulkan benih, bagaimana lot
dipisahkan, dan lembaga mana yang berwenang
memeriksa. Format ini mendekati co-creation
karena pengetahuan teknis dan kebutuhan lokal
dipertemukan dalam agenda kerja bersama
(Bradley & Mahmoud, 2024). Namun, kualitas
co-creation tetap harus dinilai dari keterlibatan
nyata kelompok lokal dalam keputusan
selanjutnya, bukan dari kehadiran pada
sosialisasi saja. Dokumentasi proses disajikan
pada Gambar 1.

Gambar 1. Pelatihan, sosialisasi,
dan diskusi multipihak

4.2 Basis awal calon sumber benih

Verifikasi lapangan mengonsolidasikan
empat lanskap kandidat sebagaimana diringkas
dalam Tabel 2. Loang diposisikan sebagai
kandidat TBS, Lewolein dan Bean sebagai
kandidat TBT, sedangkan Mingar masih
memerlukan keputusan kelas. Agregat 742
pohon berbeda dari angka pembulatan 750
dalam siaran kegiatan; artikel menggunakan
angka 742 karena dapat direkonsiliasi per
lokasi. Perbedaan kecil ini menunjukkan
mengapa register dan aturan versi data harus
dibakukan sebelum pengajuan. Kondisi tegakan
alami pada lokasi pesisir didokumentasikan
pada Gambar .

Tabel 2. Rekap calon tegakan sumber benih
yang diverifikasi

P-ISSN  :2654-5721
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Lokasi kgrtlztlltil(llsa ¢ I(‘ll::)s Pohon
Loang TBS 40 310
Mingar TBT/TBS 28 200
Lewolein TBT 25 117
Bean TBT 13 115
Total - 106 742

Sumber: PT Lembata Hira Sejahtera (2024) dan Leksono
(2024), direkonsiliasi penulis.
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Gambar 2. Sebaran Pohon Malapari Alam pada
Empat Lokasi Pesisir Pulau Lembata

Gambar 3. Kondisi tegakan alami '
pada lokasi pesisir calon sumber benih

4.3 Keluaran, hasil antara, dan batas klaim

Pendampingan  menghasilkan  tiga
keluaran tingkat A: kegiatan pembelajaran
terlaksana, basis lokasi kandidat tersusun, dan
kondisi awal fasilitas persemaian teramati.
Lima tindak lanjut tingkat B mencakup
klarifikasi jalur sertifikasi dengan lembaga
berwenang, kesepakatan dengan pemilik atau
pengelola lahan, pematokan batas, pendataan
materi individu, serta penyiapan kebun benih
tahap awal. Sebaliknya, sertifikat, peningkatan
produktivitas, perluasan pasar, penyerapan
karbon, dan kenaikan pendapatan berada pada
tingkat C. Pemisahan ini disajikan pada Tabel 3
agar pelaporan pengabdian tidak mengubah
rencana menjadi hasil.
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Tabel 3. Tingkat bukti capaian kegiatan

Tingkat Capaian
A Pelatihan, verifikasi empat lokasi,
observasi persemaian
B Koordinasi regulator, persetujuan
lahan, batas, register, kebun benih
C Sertifikat, produktivitas, pasar, karbon,
pendapatan

Pendekatan tersebut konsisten dengan
literatur restorasi yang menuntut keadilan sosial
dan akuntabilitas, bukan hanya luasan tanam
(Edwards et al., 2021; Ulibarri et al., 2022). Ia
juga mengurangi risiko intervensi yang justru
meningkatkan kerentanan karena mengabaikan
akses, beban biaya, atau suara kelompok
tertentu (Eriksen et al., 2021). Dalam konteks
Lembata, informasi jumlah peserta menurut
gender, desa, dan peran belum tersedia;
pengukuran inklusi karena itu harus menjadi
bagian dari fase lanjutan.

4.4 Empat gerbang kesiapan sertifikasi
Berdasarkan temuan, program tidak
sebaiknya bergerak langsung dari sosialisasi ke
pengajuan sertifikat. Empat gerbang pada Tabel
4 harus dipenuhi secara berurutan. Gerbang
pertama mencegah salah tafsir kelas sumber
dan kewenangan. Gerbang kedua melindungi
legitimasi lahan, pohon, dan data. Gerbang
ketiga menghubungkan dokumen sumber
dengan mutu lot serta bibit. Gerbang keempat
menguji apakah biaya verifikasi, permintaan
pembeli, kelangsungan hidup pasca-tanam, dan
mekanisme keluhan dapat dipertahankan.

Tabel 4. Gerbang keputusan
readiness-before-certification

Gerbang Bukti minimum BnIE
tusan
1. Interpretasi tertulis atas Lanjut/
Regulasi | kelas, prosedur, dan otoritas | tahan
2 Izm/P_ersetu]_uan, batas, Lanjut/
Legitima | pemilik, register sumber
. . tahan
si bersih
Kode lot, asal, tanggal, ..
3 perlakuan, grading, rekam U.Jl
Mutu lot ’ ? pilot
penolakan
4. Audit 1r}depeqden, biaya, Skala/
Keber- | pembeli, survival 6-12 henti
lanjutan | bulan, keluhan
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Secara manajerial, model ini mengubah
pelatihan menjadi sistem kerja. Komunitas atau
kelompok persemaian mengelola catatan
sumber dan lot; KPH atau lembaga berwenang
menjaga kesesuaian regulasi; BRIN memberi
kalibrasi teknis dan pemeriksaan sampel;
pemerintah daerah memfasilitasi koordinasi
dan penyelesaian akses; sedangkan pihak usaha
menyatakan spesifikasi, volume, harga, waktu
pembayaran, dan prosedur keluhan. Pemisahan
produsen dan pemeriksa penting untuk
menghindari sertifikasi sendiri.

Sertifikasi kelompok lebih masuk akal
daripada membebankan audit kepada setiap
rumah  tangga, tetapi  penyederhanaan
administrasi  tidak boleh menghilangkan
pemeriksaan mutu. Pengalaman produsen kecil
memperlihatkan bahwa biaya kepatuhan yang
pasti dan manfaat pasar yang belum pasti dapat
melemahkan adopsi (de Vos et al., 2023). Oleh
karena itu, pilot harus diikat pada permintaan
nyata dan metrik biaya per bibit yang diterima,
bukan pada jumlah bibit yang diproduksi saja.
Dampak ekonomi restorasi juga perlu dihitung
dengan batas sistem yang jelas agar pekerjaan
sementara, belanja lokal, dan manfaat jangka
panjang tidak tercampur (Thomas et al., 2024).

Keterlibatan masyarakat akan lebih
tahan apabila  komunikasi  berlangsung
berulang, tersedia ruang umpan balik, dan
aturan dapat menyesuaikan konteks lokal tanpa
kehilangan akuntabilitas (Boyle et al., 2022;
Rong et al., 2023). Nilai ekologis, ekonomi,
budaya, dan distribusi manfaat juga perlu
dibahas bersama, bukan direduksi menjadi satu
angka (Jacobs et al., 2016; Palomo et al., 2021).
Materi suplemen menyediakan formulir dan
indikator agar prinsip tersebut dapat diterapkan
secara operasional.

Keterbatasan kegiatan meliputi tidak
tersedianya daftar peserta individual yang
lengkap, tidak adanya pengukuran pra-pasca,
belum adanya keputusan sertifikasi, belum
bersihnya seluruh data koordinat, dan belum
adanya bukti kontrak pasar. Inventaris kandidat
merupakan basis kerja, bukan audit independen
atas status lahan, mutu genetik, kesehatan, atau
produktivitas. Karena itu, kesimpulan dibatasi
pada keluaran proses dan kesiapan institusional
awal.

4.5 Peta jalan, indikator, dan keputusan
penghentian

Empat gerbang perlu diterjemahkan
menjadi urutan kerja yang mempunyai
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penanggung jawab, tenggat, indikator, dan
keputusan penghentian. Tabel 5 menyajikan
peta jalan minimum selama 12 bulan. Rentang
waktu bersifat indikatif, bukan janji penerbitan
sertifikat. Prinsipnya ialah tidak memindahkan
risiko administratif dan pasar kepada komunitas
sebelum legalitas, mutu data, dan permintaan
pembeli cukup jelas. Pada dua bulan pertama,
keluaran utamanya bukan banyaknya bibit,
tetapi  satu  register  terkendali = yang
menghubungkan  pohon, pemilik atau
pengelola, lokasi, bukti persetujuan, dan
riwayat perubahan data.

Fase pilot dimulai hanya setelah sampel
register lolos pemeriksaan internal dan lembaga
yang berwenang memberi klarifikasi tertulis
atas jalur pengajuan. Setiap lot harus memiliki
kode unik sejak pengumpulan; pemecahan atau
penggabungan lot dicatat; perlakuan, jumlah
masuk, jumlah ditolak, jumlah keluar, dan
penerima akhir dapat direkonsiliasi. Indikator
tersebut lebih bermakna daripada jumlah
produksi bruto karena menunjukkan apakah
asal material tetap dapat ditelusuri ketika bibit
berpindah dari sumber pohon ke persemaian
dan tapak tanam.

Tabel 5. Peta jalan 12 bulan dan kriteria keputusan

Pekerjaan dan indikator Keput

Waktu s
minimum usan

Bersihkan register; 100%

0-2 | entri prioritas memiliki ID, quba
- s iki/

bulan | lokasi tervalidasi, pengelola, :
lanjut

dan status bukti

Klarifikasi otoritas dan kelas;
3-4 | persetujuan lahan/pohon serta | Tahan/

bulan | batas tersedia untuk lokasi siapkan
pilot
Pilot lot; neraca jumlah,
5-8 | perlakuan, hasil grading, Ulangi/
bulan | penolakan, dan penerima perluas

dapat direkonsiliasi

Pemeriksaan independen;
9-12 | biaya per bibit diterima, Skala/
bulan | pesanan terverifikasi, survival | henti

awal, dan keluhan ditinjau

Kriteria keberhasilan harus dibaca
sebagai paket. Kelengkapan dokumen tanpa
tingkat hidup bibit hanya menunjukkan
kepatuhan administratif; tingkat hidup tanpa
asal lot yang jelas tidak cukup untuk menjamin
ketertelusuran; dan pesanan tanpa harga serta

P-ISSN
E-ISSN

waktu pembayaran yang disepakati dapat
memindahkan risiko modal kerja kepada
kelompok. Oleh sebab itu, rapat gerbang
sebaiknya menghasilkan satu  keputusan
eksplisit—lanjut, perbaiki, atau henti—beserta
alasan dan bukti yang dipakai. Keputusan henti
bukan kegagalan program apabila mencegah
biaya yang tidak sebanding atau klaim mutu
yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran hasil mengikuti horizon
waktu. Dalam 0-4 bulan, indikator memeriksa
kelengkapan  register, persetujuan, dan
kejelasan peran. Dalam 5-12 bulan, indikator
memeriksa disiplin lot, mutu bibit, biaya,
pesanan, dan penyelesaian keluhan. Manfaat
ekologis  seperti  kelangsungan  hidup,
pertumbuhan, dan pemulihan tapak baru layak
dinilai setelah penanaman dengan tapak
pembanding atau sekurang-kurangnya baseline
yang konsisten. Pendapatan bersih juga harus
mengurangkan ~ tenaga  Kerja, bahan,
transportasi, penolakan, pembiayaan, dan
keterlambatan pembayaran; omzet tidak boleh
diperlakukan sebagai manfaat bersih (Thomas
et al., 2024).

4.6 Pengamanan sosial dan replikabilitas

Kesiapan teknis tidak identik dengan
penerimaan sosial. Persetujuan perlu didahului
informasi mengenai tujuan, durasi, penggunaan
data, pembagian biaya-manfaat, hak menolak,
dan jalur keluhan. Daftar hadir tidak dapat
menggantikan persetujuan atas pohon, lahan,
atau penggunaan koordinat. Informasi spasial
rinci juga perlu dibatasi menurut kebutuhan
akses karena dapat membuka sengketa
kepemilikan atau eksploitasi sumber. Prinsip ini
selaras dengan tuntutan agar intervensi
lingkungan tidak memperbesar kerentanan atau
mengabaikan distribusi manfaat (Eriksen et al.,
2021; Ulibarri et al., 2022).

Risiko utama dan respons minimumnya
dirangkum pada Tabel 6. Pengamanan tidak
dimaksudkan menambah birokrasi tanpa nilai,
tetapi menjaga agar efisiensi program tidak
dibayar dengan hilangnya suara kelompok,
keragaman sumber, atau akuntabilitas mutu.
Prosedur pengaduan dapat sederhana—nomor
kontak, buku register, tenggat respons, dan jalur
eskalasi—asalkan ~ dapat  diakses, tidak
menghukum pelapor, dan hasil penyelesaiannya
tercatat.
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Tabel 6. Risiko implementasi
dan pengamanan minimum

Risiko | Sinyal dini Pengamanan
minimum
Istilah Daftar istilah;
Klaim tersertifikasi persetujuan
prematur | sebelum komunikasi oleh
keputusan otoritas terkait
Eksklusi/ | Peserta, biaya, Data. terpilah; rotasi
. wakil; kanal
elite atau manfaat .
.| keluhan dan audit
capture terkonsentrasi
manfaat
Hilang Lot bercampur | ID unik; 19g
Ketertelu atau neraca perubahan;
jumlah tidak karantina dan rekam
suran
cocok penolakan
Aturan sebaran
Penyemp | Pengumpulan s ]
. ) sumber; verifikasi
itan berulang dari .
o teknis dan catatan
sumber | sedikit pohon VA
Ketergan g yebe Uji permintaan;
menentukan r
tungan syarat bayar tertulis;
.| harga tanpa ; :
pembeli Konhak opsi penghentian
Koordinat/ Hak akses berbasis
Paparan | pemilik peran; persetujuan;
data dibagikan tanpa | versi publik
kebutuhan teragregasi
Model ini dapat direplikasi apabila
adaptasi  dilakukan pada fungsi, bukan

menyalin nama lembaga. Setiap lokasi tetap
memerlukan pihak yang menjalankan lima
fungsi: pemegang atau pemberi izin sumber;
pengelola produksi dan catatan; pemeriksa
teknis yang bebas dari konflik kepentingan;
fasilitator koordinasi dan keluhan; serta
pembeli atau pengguna yang menyatakan
spesifikasi. Pada wilayah dengan Kkapasitas
administrasi rendah, formulir dapat
disederhanakan, tetapi identitas sumber,
persetujuan, neraca lot, keputusan pemeriksaan,
dan riwayat perubahan tidak boleh dihapus.
Implikasi manajerialnya adalah
pendampingan perlu dikelola sebagai portofolio
keputusan, bukan rangkaian acara. Anggaran
dihubungkan dengan penutupan celah bukti;
rapat menghasilkan keputusan gerbang; dan
perluasan hanya dilakukan apabila pilot
memenuhi mutu, kelayakan sosial, serta
permintaan. Pendekatan ini memperkuat
akuntabilitas sekaligus memberi ruang bagi
pengetahuan dan kepentingan lokal, dua unsur
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yang menentukan keberlanjutan restorasi
berbasis komunitas (Galbraith et al., 2021;
Palomo et al., 2021).

5. KESIMPULAN

Kegiatan  pendampingan  berhasil
mengubah persoalan sertifikasi yang semula
abstrak menjadi basis kerja yang lebih terukur:
pembelajaran teknis terlaksana, empat lanskap
kandidat dengan 742 pohon pada sekitar 106 ha
direkonsiliasi, fasilitas persemaian ditinjau, dan
tindak lanjut antarlembaga dirumuskan. Nilai
utama kegiatan bukan penerbitan sertifikat atau
pembuktian manfaat ekonomi, melainkan
pembentukan kesiapan yang dapat diaudit.
Model empat gerbang menempatkan legitimasi
regulasi, legitimasi lahan dan sumber,
ketertelusuran serta mutu lot, dan keberlanjutan
kelembagaan-pasar sebagai syarat sebelum
skala diperluas. Peta jalan 12 bulan mengubah
gerbang tersebut menjadi indikator dan
keputusan lanjut, perbaiki, atau henti. Dengan
pemisahan tegas antara bukti selesai, agenda
tindak lanjut, dan dampak yang masih
diharapkan, pengabdian berbasis sumber benih
dapat lebih akuntabel, inklusif, dan relevan bagi

rehabilitasi lahan di wilayah kepulauan
tertinggal.
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